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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobil A’lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah
SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Analisis
Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang “sholawat dan
salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW.

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk
merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan
membutuhkan biaya, biaya tersebut salah satunya didapat dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu kemandirian
dalam hal pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, apalagi setelah
diberlakukannya Otonomi Daerah.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, selain itu, pajak
hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan
hiburan, pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten
atau kota yang ada di Indonesia. Pemungutan pajak hiburan tidak dapat
diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hiburan tidak
dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya

kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain



pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak
ataupun penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak
yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak
Sudarman dan Ibu Tumainang Iriani serta ayunda Pito’ dan adik ku M. Rohman
yang tersayang, yang telah mendidik, membiayai, mendo’akan, dan memberikan
dorongan semangat kepada penulis. Aba Dalton dengan keluh dan kesannya serta
marahannya. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada
Bapak M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA yang telah membimbing dan memberikan
pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis
menyampaikan terima kasih kepada pihak-pahak yang telah mengizinkan,
membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Palembang.
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ABSTRAK

Nurhasanah/ 222003006/ Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan
Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah belum efektifnya
penerimaan pajak hiburan disebabkan lemahnya pelaksanaan sistem pemungutan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif komparatif dengan alasan bahwa
penelitian yang dilakukan bersifat menjelaskan dan membandingkan antara sistem
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan berdasarkan PERDA NO. 9 Tahun 2005
dengan sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di lapangan. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam
penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan
dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif komperatif.
Manfaat penelitian ini bagi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai bahan
masukan dan pertimbangan pengelolaan pajak hiburan kota Palembang. bagi
penulis Memperluas wawasan penulis dalam bidang ilmu akuntansi khususnya
Akuntansi Pemerintahan mengenai pajak hiburan. Serta bagi almamater dapat
menambah kepustakaan dan menjadi bahan masukan untuk pengembangan
penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini adalah : meliputi pelaksanaan pendaftaran : wajib pajak sering
kali tidak mendaftar, mercka cenderung mendaftar jika sudah terdeteksi oleh
petugas pajak. Pendataan : Data yang diberikannya baik mengenai indentitas dan
omzet hiburan pada saat pendataan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya
ada pada objek hiburan tersebut. Penyetoran : Wajib pajak sering terlambat dalam
melakukan pengembalian SPTPD serta penyetoran pembayaran pajak terhutang.
Penagihan : Wajib pajak secara legal/ilegal melakukan penghindaran, bahkan
Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan penagihan mesti harus mendatangi
secara langsung ketempat objek pajak hiburan tersebut secara (door to
door).Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem
pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor ckternal dan internal
adalah: Faktor ekternal adalah wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada
petugas pada saat peneriksaan, bahkan mereka membuat pembukuan khusus untuk
petugas pajak hal tersebut akan mempersulit proses pengawasan yang meliputi
kegitan pemeriksaan.Faktor internal adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki
dan kurangnya pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.Upaya yang
dilakukan oleh DIPENDA dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan
cara penegakkan hukum meliputi pemberlakuan sanksi yang tegas dan melakukan
pemeriksaan secara langsung terhadap wajib pajak hiburan.

Kata Kunci : Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan

XV



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk
merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan
membutuhkan biaya, biaya tersebut salah satunya didapat dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama penerimaan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu
kemandirian dalam hal pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah,
apalagi setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah terdiri
dari pendapatan daerah, dana berimbang, pinjaman daerah dan lain-lain
penerimaan yang sah. Sebagai sumber pendapatan daerah yang merupakan
sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan,
terdiri dari pendapatan retribusi daecrah, pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang
ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Secara umum sumber utama penerimaan negara berupa pajak telah
menunjukkan peranan yang sangat berarti. Hal tersebut sejalan dengan tekad
kemandirian bangsa dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya

berasal dari pajak. Menurut Abdul Halim (2002:14), pajak ialah suatu



kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara
disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik
dari negara dengan secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:307) pajak hiburan adalah pajak
atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan
sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan tidak mutlak ada pada
seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Palembang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang
merupakan pusat perekonomian dan kemajuan kegiatan lainnya. Kemajuan-
kemajuan itu dapat dilihat dengan semakin baiknya sarana dan perasarana yang
ada di Kota Palembang, khususnya mengenai sarana hiburan. Perkembangan
peningkatan sarana dan perasarana tersebut diharapkan Kota Palembang dapat
memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah khususnya pajak hiburan
sebagai bagian dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah kota Palembang.

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan diawali dengan
kegiatan pendaftaran dan pendataan dengan mempersiapkan dokumen-
dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan,
kemudian diberikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir
pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.

Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang



dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan
nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWP.

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Wajib Pajak Hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktik
sehari-hari adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, tentang
penghitungan dan pembayaran Pajak Hiburan yang terutang. Wajib pajak yang
telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD
di isi dengan jelas, lengkap,dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak
atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus
disampaikan |5 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data
perpajakan yang diperoleh dari daftar tersebut dihimpun dan dicatat atau di
tuangkan kedalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang
akan di jadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak
terhutang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 tahun 2005 tentang
Pajak Hiburan, yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan hiburan, dan objek pajak adalah semua
penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran. Adapun sistem
pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut :
1. Wajib Pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah melakukan

pendaftaran dan pendataan (mengisi formulir pendaftaran dengan jelas dan

lengkap).



Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang telah
dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan
nomor urut yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, wajib mengisi SPTPD dengan
Jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
Bentuk, isi, tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh Walikota.

Penyetoran SPTPD. SPTPD disetorkan yang telah di isi dikembalikan kepada
petugas pajak kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan atas formulir SPTPD
tersebut.

Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekapitulasi dari seluruh data yang di
peroleh kemudian dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan
hasil akhir perhitungan dan penetapan pajak.

Dari data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

penerimaan pajak hiburan yang persentasenya berfluktuasi. Adapun permasalahan

yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pengelolaan

pajak hiburan adalah masih belum maksimal dan efektif dalam pelaksanaan

pemungutan pajak hiburan di Kota Palembang, hal ini dikarenakan:

Belum lengkap dan akuratnya data objek dan subjek pajak, dikarenakan pada
umumnya penyelenggaraan hiburan dilakukan pada malam hari dan

DIPENDA bekerja pada siang hari.



Kebanyakkan tempat-tampat hiburan yang ada sekarang ini bersifat tidak
resmi (warung remang-remang) dan biasanya tidak memiliki surat izin resmi,
serta hanya baru tampak pada malam hari saja.

Kesadaran membayar pajak yang masih rendah.

Koordinasi antar instansi yang terkait dengan operasionalisasi pemungutan
pajak hiburan, laporan omzet pajak hiburan yang tidak transparan
dikarenakan masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia yang
profesional, serta terdapatnya perjanjian khusus antara wajib pajak dengan
petugas pajak.

Tarif pajak hiburan yang masih terlalu tinggi, sehingga jumlah nominal pajak
terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam jumlah yang besar,
sedangkan pengujung tempat hiburan cendrung berkurang.

Hal ini perlu ditanggulangi lebih cepat dalam upaya meningkatkan

pendapatan daerah dengan melakukan pemaksimalan dalam sistem pelaksanaan

pemungutan pajak hiburan, untuk melihat secara jelas anggaran dan realisasi

penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang tahun 2004-2006 seperti pada tabel.

di bawah ini :
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2004 s/d 2006
Tahun Target Realisasi Persentase Pencapaian
2004 | Rp 1.523.583.000 | Rp 1.410.006.162 92,55 %
2005 | Rp 1.750.000.000 | Rp 1.553.294.553 88.76 %
2006 | Rp 2.000.000.000 | Rp 1.793.524.705 89.68 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2004 realisasi penerimaan
pajak hiburan sebesar Rp 1.410.583.000 lebih rendah dari target yaitu sebesar
Rp 1.523.583.000 atau dengan tingkat persentase pencapaianya 92,55%. Tahun
2005 realisasi penerimaan sebesar Rp 1.553.294.553 lebih rendah dari
targetnya yaitu scbesar Rp 1.750.000.000 atau dengan tingkat persentase
pencapaiannya 88,68%. Tahun 2006 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak
Jjuga mencapai target yaitu sebesar Rp 1.793.524.705 sedangkan target yang
ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 dengan tingkat persentase pencapainya
sebesar 89,68%. Hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan pajak hiburan
belum dianggap maksimal atau efektif.

Menurut Mohamad Mahsun (2006:187), efektivitas adalah mengukur
tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan
sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi
pendapatan dan anggaran untuk mengukur tingkat efektivitas. Berikut formula

untuk mengukur tingkat efektivitas :

Anggran Pendapatan
Tingkat efektivitas = x 100%
Realisasi pendapatan

kreteria yang dipakai untuk mengukur tingkat efektivitas adalah sebagai
berikut :

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif.

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100) berarti efektif berimbang.

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif./



Berdasarkan kreteria diatas dan wawancara yang dilakukan pada
Dinas Pendapatan Daerah Sub Pengelolaan Pajak Daerah bahwa pajak hiburan
di Kota Palembang dikategorikan belum efektif. Belum diketahui apakah
kesalahan ada pada pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan Kota
Palembang dilapangan. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Sistem

Pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang”.

. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang diuraikan maka yang menjadi masalah dalam
penelitian ini adalah apakah belum efektifnya penerimaan pajak hiburan

disebabkan lemahnya pelaksanaan sistem pemungutan?

. Tujuan Penelitian

Berdasarakan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang
telah diajukan, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui belum
efektifnya penerimaan pajak hiburan disebabkan karena lemahnya sistem

pelaksanaan pemungutan.

. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang

ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintah.



2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
pertimbangan dalam pengelolahan pajak hiburan di Kota Palembang.

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga
sebagai bahan pustaka bagi almamater untuk dapat dijadikan rujukan untuk
penelitian selanjutnya sehingga kekurangan yang ada pada penelitian ini

dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pelaksanaan Prosedur
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan Kota
Palembang (Studi Kasus Pada Puskesmas Talang Ratu, Pakjo, dan Sukarame)
telah dilakukan oleh Taufik Ardiansyah (2007). Perumusan masalah dalam
penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan prosedur pengelolaan
retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam
usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun tujuannya adalah untuk
mengetahui pelaksanaan prosedur pengelolaan pelayanan retribusi kesehatan
kota Palembang dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator
yang digunakan adalah prosedur pemungutan dan penyetoran. Data yang
digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data berupa
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur
pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan kesehatan kebendaharawan
khususnya penerima dibeberapa puskesmas belum berjalan dengan baik,
karena dibeberapa puskesmas tersebut masih ada yang menggunakan karcis

sebagai bukti pembayaran dengan penyetoran.
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B. Landasan Teori
1. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah
Pajak Daerah baik menurut Undang-undang baru yaitu Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maupun Undang-
undang lama yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tidak
mempunyai perbedaan baik dari segi penempatan pasalnya maupun dari
segi pengertian atau defenisinya. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam pasal 1 angka 6 berbunyi :
“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan  berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.
b. Subjek dan Wajib Pajak Daerah
Menurut Ahmad Tjahjino dan M Fakri Husein (2000:19)

mengatakan bahwa :

“Subjek pajak orang pribadi adalah meliputi wajib pajak yang
bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di
luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia.Subjek pajak
badan yaitu : PT, CV, BUMN, Persekutuan Firma, Koperasi, Yayasan,

atau Lembaga dan Badan Usaha Tetap (BUT)".
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Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34
tahun 2000 pasal 1 angka 8 disebutkan yang menjadi subjek Pajak
Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
Kemudian yang menjadi wajib pajak daerah yang diatur dalam pasal 1
angka 9 yang berbunyi :

“ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan Undang-undang Perpajakan Daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang termasuk pemungutan atau

pemotongan pajak tertentu”.

Pembagian Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dapat dibedakan kedalam
Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam pasal 2
ayat 1 dan 2. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan
pengenaan sesuai dengan kewenangan dan pemungutan masing —
masing jenis pajak daerah dan pada wilayah administrasi Provinsi atau
Kabupaten/kota bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis
pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor



d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau permukaan
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

a) Pajak hotel

b) Pajak restoran

¢) Pajak hiburan

d) Pajak reklame.

e) Pajak penerangan jalan.

f) Pajak pengolahan bahan galian golongan C.

g) Pajak parkir.

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak.
Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau
beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila jenis pajak potensi di
daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khususnya untuk daerah yang
setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah
kabupaten/kota, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang
dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan

pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pajak Hiburan
a. Pengertian Pajak Hiburan
Menurut Marihot P. Siahaan (2005:297) pajak hiburan adalah pajak
atas penyelenggaraan hiburan, selain itu, pajak hiburan dapat pula

diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan
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pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten
atau kota yang ada di Indonesia.
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan
1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah pasal 52 ayat (2) huruf C.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang pajak hiburan.
4) Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
¢. Objek Pajak Hiburan
Pajak hiburan merupakan objek pajak yang dipungut Pemerintah
Kota. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan di daerah
dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa
tontonan film, kesenian, penyelenggaraan musik dan tari, diskotik, karaoke,
club malam, pemainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap
dan pertandingan olah raga.
d. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan
Subjek pajak hiburan adalah orang yang menonton atau menikmati
hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan.



Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak hiburan

1) Dasar Pengenaan Pajak hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang

harus dibayarkan untuk menonton atau menikmati hiburan. Pengertian

yang harus dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket cuma-

cuma.

2) Tarif Pajak hiburan

Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi 20% dan besarnya tarif pajak

hiburan yang terdapat pada pasal 7 untuk setiap jenis objek pajak hiburan

adalah sebagai berikut :

a)

b)

c)

d)

g)

Untuk setiap pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan
sarana film bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisioanal,
pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes
kecantikan yang bersifat komersil sebesar 15% (lima belas persen).
Untuk pertunjukan pergelaran seni musik dan tari ditetapkan sebesar
15% (lima belas persen).

Untuk diskotik dan disko bar ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
persen).

Untuk karauoke ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Untuk klub malam ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Untuk permainan bilyar ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).



3)

h)

1)

k)

)

P)
Q)
r)

- Untuk setiap alat-alat permainan panchinco, ritamint, fliper,
pinbal dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

— Untuk setiap permainan bom-bom car, vidio game bobo dan alat-alat
permainan anak-anak dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua
puluh persen).

Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Untuk tempat penyewaan VCD dan CD ditetapkan sebesar 15% (lima

belas persen).

Pertandingan olah raga yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15%

(lima belas persen).

Untuk fitness ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Untuk tempat tempat wisata ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Untuk kolam mancing ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Untuk dunia funtasti dan atau permainan yang ada di dalamnya

ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Untuk lapangan golf ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Untuk bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Untuk kolam renang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Perhitungan Pajak hiburan

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum

perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :



Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak

Il

Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk

memotong/Minikmati Hiburan

f. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan
Menurut Marihot P. Siahaan (2005:307) Pemungutan pajak hiburan
tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak
hiburan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian,
dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses
pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman
surat-surat kepada wajib pajak ataupun penghimpunan data objek dan subjek
pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah
kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan
penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak
hiburan adalah di awali dengan kegiatan :
1) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran
dan pendataan.
2) Dokumen tersebut kemudian diberikan kepada wajib pajak.
3) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta
mengembalikan kepada petugas pajak.
4) Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan
yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan

NPWP.
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a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:145)
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor Pokok Wajib
Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak
sebagai sarana adminsitrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal
diri bagi wajib pajak didalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

b) Landasan hukum pemberian NPWP ini berdasarkan :

(1) Pasal 2 UU KUP.

(2) SK Dirjen Pajak No. Kep. 515/PJ/2000.

(3) SK Dirjem Pajak No. Kep. 161/PJ/2001.

(4) SK Dirjen Pajak No. Kep. 338/PJ/2001.

c) Fungsi NPWP (Penjelasan Pasal 1 (2) UU No. 16 Tahun 2000

(1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak.

(2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.

(3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
harus mencantumkan NPWP.

(4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya

dalam surat setoran pajak).
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(5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang
mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan

(misalnya, untuk dokumen impor dan ekspor).
(6) Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau

tahunan.
d) Tempat Mendaftarkan dan Melaporkan Pajak Hiburan

Wajib pajak mendaftarkan diri dan melaporkan pajak ke Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Bentuk dan tata cata pengisian
SPT ditetapkan oleh Walikota. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Hiburan wajib melaporkan kepada
bupati/walikota dalam praktik sehari-hari adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang, tentang penghitungan dan pembayaran Pajak
Hiburan yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal
masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD di isi dengan jelas, lengkap,dan
benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan
kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk DIPENDA Kota Palembang
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus
disampaikan 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data
perpajakan yang diperoleh dari daftar tersebut dihimpun dan dicatat atau di
tuangkan kedalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang
akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak
terhutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau

dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota.



Berdasarkan PERDA No. 9 BAB VII Tata Cara Pembayaran Pasal
I5 ayat 3. Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah
dan dapat diterima dan dapat memperpanjang Jangka waktu penyampaian
SPTPD untuk jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak
yang belum atau kurang bayar. SPTPD dianggap dianggap tidak
dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya
melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah
ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak
sesuai dengan dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sesuai dalam peraturan daerah.
¢) Cara Mendaftarkan Diri
1) Wajib pajak yang akan medafiarkan diri wajib mengisi formulir
pendaftaran wajib pajak.
2) Pengisian dan penandatanganan formulir bisa dilakukan oleh wajib
pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus.
3) Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang diisi dan
ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri atau orang

lain yang dibiri kuasa penuh.

g. Pengawasan

Menurut Revrisond Baswir (2000:118) menyatakan bahwa

pengawasan adalah segala kegiatan dan tidakan untuk menjamin agar
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penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta
rencanan yang telah digariskan.

Menurut Basu Swastha DH dan Ibnu Sokotjo W (2002: 122)
pengwasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam
menajemen, dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah
dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawsan yaitu membandingkan
segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta
melakukan perbaikan-perbaikan bilamana terjadi penyimpangan. Jadi,
dengan pengawasan dapat menyangkut seberapa jauh hasil yang telah
dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas
pelaksanaan sistem pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari
faktor ekternal dan internal adalah :

a. Faktor Internal
1) Sumber daya yang dimiliki terbatas.
2) Minimnya pembinaan yang diberikan kepada wajib pajak.
b. Faktor ekternal
1) Wajib pajak melakukan penghindaran.
2) Wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada petugas dalam
melakukan pemerikasaan.
3) Wajib pajak tidak memperlihatkan dokumen dalam proses

pemeriksaan,
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h. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peneriamaan
pendapatan pajak daerah.

Menurut Susilo dan Halim (2006:53) dalam kajian tentang keuangan
daerah  pemerintah kota Malang bahwa upaya yang dilakukan dalam
menigkatkan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Menekan tingkat kebocoran dan kelolosan. Ini dapat dilihat dari :
a) Mengefektifkan pemberlakuan sanksi.
b) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk
kegiatan operasianal di lapangan.
¢) Mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima karena disebabkan
oleh tidak tersedianya kualitas dan kuantitas sumberdaya atau petugas
pelaksana operasional dilapangan serta tidak adanya birokrasi dalam
layanan pemungutan pajak.
d) Membentuk team terpadu
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:131) salah satu
upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam rangka memaksimalkan penerimaan
negara dari sektor pajak adalah dalam pelaksanaan Undang-undang
perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi
dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain
fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan pemerintah perlu
juga dibarengi dengan upaya penegakkan hukum diwujudkan dalam
pengenaan sanksi tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang

diharapkan dalam pemungutan pajak. Selain itu upaya-upaya yang dilakukan
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oleh fiskus dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak

daerah adalah :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber
aliran dana ke kas daerah.

2) Menekan terjadinya penyelundupan oleh wajib pajak.

3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban
perpajakanya.

4) Menerapkan konsep adanya trasnparansi, keadilan, dan akuntabilitas
dalam meningkatkan instansi pajak.

5) Meningkatkan penegakan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis-jenis  penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa
kelompok. Menurut Sugiyono (2004:5) jenis-jenis penelitian dapat
dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat ekspalansi, analisis dan
Jenis data tingkat ekspalansi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan
kedudukan. Variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan
variabel lain. Berdasarkan hal ini, penelitian menurut tingkat ekspalansi dapat
dikelompokkan menjadi deskriptif, komparatif, dan asosiatif.
1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
2. Penelitian Komparatif
Penelitian  komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat
membandingkan, disini variabel masih sama penelitian variabel mandiri
tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.
3. Penelitian Asosisatif/ Hubungan
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variable atau lebih. Berdasarkan jenis penelitian

menurut tingkat eksplansi.
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Maka jenis penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu penelitian
deskriptif komparetif dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat
menjelaskan dan membandingkan antara sistem pelaksanaan pemungutan
pajak hiburan berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2005 dengan Sistem

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di lapangan.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor

21 Palembang.

. Operasioanal Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu defenisi yang diartikan
kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menversifikasikan bagian
variabel atau kegiatan tersebut diukur. Penelitian ini menggunakan satu
variabel dan masing-masing variabel memberikan gambaran dalam

menjelaskan isi dari penelitian yang dapat diukur pada tabel berikut ini :

Tabel. 111.1
Operasional Variabel
Variabel Defenisi Variabel Indikator
Pelaksanaa Prosedur, tatacara | 1. Alur  pelaksanaan sistem
pemungutan Pemungutan pajak pemungutan  pajak  hiburan
Pajak hiburan hiburan dilapangan
a. Pendaftran
b. Pendataan
c. Penyetoran
d. Penagihan
2. Pengawsan di lapangan
3. Upaya-upaya yang dilakukan
oleh DIPENDA

Sumber : Penulis, 2007
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D. Data yang Diperlukan
Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:127) ada dua jenis data yang dapat
digunakan dalam penelitian yaitu :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan melalui
wawancara dengan cara bertanya lansung kepada objek yang menjadi
tempat penelitian.
2. Data Sekunder
Data yang merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang
telah dikumpulkan untuk pihak atau instansi yang menjadi objek
penelitian.
Menurut Sugiyono (2002:14) jenis data ditinjau dari bentuknya yaitu :
a. Data Kualitatif
Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.
b. Data Kuantitatif
Adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang
diangkakan.

Berdasarkan cara memperolehnya dan ditinjau dari bentuk maka data
yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data
skunder. Data primer merupakan hasil wawancara dengan Sub. Pengolaan
Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pelembang.
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1) Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
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2) Strukutur organisasi.

3) PERDA yang berhubungan dengan pajak hiburan.data tersebut adalah

sebagai berikut :
a) PERDA tentang pajak daerah Kota Palembang.
b) PERDA tentang Pajak Hiburan Kota Palembang.

¢) Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.

4) Target dan realisasi pajak hiburan Kota Palembang periode Tahun 2004-

2006.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam Buku W. Gulo (2002:115-123) teknik

pengumpulan data yaitu :

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana
peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama
penelitian.

Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan
instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel.
Wawancara adalah bentuk komunikasi lansung antara peneliti dengan
responden.

Kuisioner (angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan
daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan
memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa

pada waktu lalu.
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Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung
dengan bagian Sub. Pengelolaan Pajak Hiburan pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang mengenai Pajak Hiburan.

Dokumentasi dilakukan dengan cara memfotocopy dan menyalin
dokumen-dokumen yang ada pada tempat penelitian dan teori-teori yang

berhubungan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis
1. Analisis Data
Menurut Soeratno dan Lincolin Arsyad (1999:125) dibedakan menjadi dua :
a) Analisis kualitatif
Analisis kualitatif yaitu apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit,
bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat
disusun kedalam struktur klasifikatoris.
b) Analisis Kuantitaif
Analisis kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan itu berjumlah besar dan
mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori.
2. Teknik Analisis
Teknik ananisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan
menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai prosedur
Pemungutan Pajak hiburan Kota Palembang.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif komparatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan
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keadaan objek yang diteliti dan membandingkan dengan pelaksanaan sistem
pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan PERDA dengan pelaksanaan sistem
pemungutan Pajak Hiburan yang terjadi dilapangan. teori-teori dengan
kenyataan yang terjadi dilapangan, sedangkan analisis kuantitatif yaitu

menjelaskan prosedur pemungutan pajak hiburan Kota Palembang.



BAB 1V

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang beralamat
di Jalan Merdeka No. 21 Palembang. Wilayah kerja DIPENDA kota
Palembang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Palembang yaitu
Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan
Kertapati, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat
I1, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni,

Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kemuning.
Sebelum tahun 1977 urusan pajak dan retribusi daerah pada
seluruh Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Il merupakan bagian dari
Biro Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing. Agar lebih teratur
pelaksanaan urusan pajak dan retribusi daerah, maka dikeluarkan
Peraturan Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya
pada tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan
Dinas Pendapatan Daerah bagi kota Palembang dengan status dan
kedudukan sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah Kota Palembang
yang mempunyai tugas mengelolah segala pendapatan daerah yang
menjadi hak dan wewenang Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan

peraturan yang berlaku.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Il Palembang yang struktur organisasi dan
tata kerja yang berlaku sama di Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun1980 tersebut disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 1990.

Seiring dengan dibelakukannya Otonomi Daerah, maka Dinas
Pendapatan Daerah pun mengalami berbagai perubahan, baik dari segi tugas,
fungsi serta struktur dan kedudukan sebagai realisasinya, maka pada tanggal
07 Maret 2001 tetang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan
struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001,
ruang lingkup dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai
unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pajak, retribusi daerah,
pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan serta khususnya
pada kabupaten dan kota Palembang. Ruang lingkup tersebut tidak berlaku
untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi
tanggunag jawab dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 secara umum
ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan

pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh
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Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak.

c. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah, retribusi daerah, dan
pendapatan daerah lainnya.

d. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran
pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

e. Melakukan penyuluhan mengenai pajak dan retribusi daerah serta
pendapatan daerah yang lainnya.

f. Melakukan urusan tata usaha.

g. Pelaksanaan teknik organisasi.

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas
a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah
Palembang berbentuk lini atau garis, struktur organisasi menunjukkan
wewenang dan tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi
organisasi.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala
Dinas. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas membawabhi lima
Sub. Dinas ini adalah bukan merupakan Cabang Dinas atau Sub Bagian,
melainkan sebagai unit bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang. Sub Dinas ini merupakan sub bagian yang disebut
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seksi-seksi. Selain membawahi kelima Sub Dinas tersebut kepala Dinas
yang membawahi Kepala Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional,
Cabang Dinas serata Unit Pelaksanaan Dinas (UPTD). Berikut ini akan
dipaparkan mengenai susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang yaitu sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
2) Wakil Kepala Dinas
3) Bagian Tata Usaha :
a) Sub bagian Umum;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
¢) Sub Bagian Keuangan;
4) Sub Dinas Progam :
a) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan;
b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
¢) Sub Bagian Keuangan;
d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
5) Sub Dinas Penataan dan Penetapan
a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
c) Seksi Penetapan;
d) Seksi penerimaan;
6) Sub Dinas Penagihan :

a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi ;
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b) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
c) Seksi Retribusi dan Pemindah Bukuan;
d) Seksi Pertimbangan dan Keberatan;
7)  Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-laian :
a) Seksi Penerimaan Pajak ;
b) Seksi Penerimaan Retribusi ;
c) Seksi penerimaan Lain-lain ;
8)  Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan :
a) Seksi Bagi Hasil Pajak ;
b) Seksi Bagi hasil Bukan Pajak ;
¢) Seksi Peraturan Perundang-undangan Pengkajian Pendapatan ;
9)  Cabang Dinas
10) Unit Pelaksanaan Dinas
11) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat

pada gambar berikut ini :



Struktur Organisasi

Gambar IV. 1

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
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b. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2001, dijelaskan juga
mengenai uraian tugas dan fungsi aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang.
1) Tugas dan fungsi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
a) Membantu Walikota sebagai Kepala Daerah dalam bidang tugasnya.
b) Memimpin Kegiatan-kegiatan sub bagian usaha, seksi-seksi, unit
pelaksana, teknis dinas, urusan-urusan, sub seksi-seksi dan unit
penyuluhan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab
atas kelancaran tugasnya.
¢) Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang perpajakan dan
retribusi daerah serta kebijaksanaan untuk pendapatan daerah
lainnya.
d) Merumuskan aktivitas unit organisasi bawahannya ke arah tujuannya
atau target yang akan dicatat sesuai dengan rencana dan program.
¢) Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan
dalam melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
f) Mengawasi dan menilai unit organisasi bawahannya dalam
melaksanakan program kerja yang telah digariskan.
g) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Walikota sebagai Kepala

Daerah.
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h) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang
langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan dalam bidang
tugasnya.

2) Tugas Wakil Kepala Dinas
Mengkoordinir urusan perencanaan, pembinaan, kepegawaian,
keuangan, yang diperlukan dalam bidang tugasnya.
3) Tugas Bagian Tata Usaha
Pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam urusan kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan urusan umum di bantu oleh Bagian Tata

Usaha, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya.

b) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan.

¢) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan

d) Melaksanakan penglolaan umum, meliputi surat-menyurat, kearsipan
dan pengadaan.

4) Tugas Sub Dinas Program
Pelaksanaan tugas dan Bagian Tata Usaha dibantu oleh Sub
Bagian. Sub bagian yang berada dibawahannya, yaitu :
a) Tugas Sub Bagian Umum
Mengurus surat-menyurat, mengelola arsip dan rumah tangga.
b) Tugas Sub Bagian Kepegawaian
(1)Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai.
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(2) Memutasi pegawai dan mengurus pengelolaan administrasi
kepegawaian.
Tugas Sub Bagian Keuangan
Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, kegiatannya berupa
penyusunan anggaran belanja dinas serta pembukuan kas.
Tugas Sub Dinas Program
Pelaksanaan tugas Kepala Dinas dalam menyusun program di
bidang pendapatan dan pelaksanaan pemantavan, pengendalian,
pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi, dibantu olehSub
Dinas Program
Ruang lingkup tugas tersebut sejalan dengan fungsinya yaitu:
(1) Penyusunan rencana dan program kerja.
(2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan
daerah.
(3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
(4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
Pelaksanaan tugas Sub Dinas Program dibagi ke dalam beberapa
seksi dengan tugas yang berbeda-beda. Seksi tersebut terdiri dari :
(1) Tugas Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan.
Menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan

pembangunan
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(2) Tugas Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
Melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan
dengan penerimaan dan penetapan daerah.

(3) Tugas Seksi Pengembangan dan Pendapatan.
Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan terhadap
pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.

(4) Tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Melaksanakan Evaluasi mengenai pemungutan pajak, retribusi daerah

serta sumber penerimaan daerah lainnya.

Tugas Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
Selain Sub Dinas Program dan Bagian Tata Usaha, Kepala Dinas

juga di bantu oleh Sub Dinas Pendataan dan Penetapan. Sub Dinas
Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan
pendaftaran, pengelolaan data dan informasi, penetapan serta pemeriksaan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Pendataan dan
Penetapan Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran,
mengelola data dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.
Sub Dinas Pendataan dan penetapan terdiri dari :
a) Seksi Pendataan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan

wajib estribusi daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) maupun Nomor Pokok wajib Pajak Restribusi (NPWR) serta
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melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek
pajak.

b) Seksi Penetapan
mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat
ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

c¢). Surat Pemeriksaan
mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta
penetapan dan pengawasan subjek dan objek, restribsi daerah, serta

pemeriksaan lokasi atau lapangan

Tugas Sub Dinas Penagihan

Secara lengkap tugas dari Sub Dinas Penagihan ini adalah
melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan,
retribusi dan pemindahbukuan serta perimbangan dan keberatan. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan

pemungutan / penyetoran / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi.
b) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat
keterangan fiskal.

¢) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
d) Retribusi, pemindahbukuan dan rekonsiliasi.

(1) Tugas Seksi Pembukuan dan verifikasi
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Melakukan pembukuan Surat Ketepan Pajak, penerimaan pajak,
pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan
daerah dan penetapan tambahan pajak atau retribusi serta pendapatan
asli daerah lainnya.

(2) Tugas Seksi Penagihan dan Perhitungan

Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta

pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Tugas Restitusi dan Pemindah Bukuan

Melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindahan bukuan
serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Tugas Seksi Pertimbangan dan Keberatan

Melakukan  penetapan  peraturan  perundang-undangan,
memberikan saran pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta
pelayanan keberatan terhadap pelayanan keberatan terhadap pajak dan

retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.

7) Tugas Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain
Kepala Dinas menyerahkan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi
dan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta
legalitas pembukuan tugas surat-surat berharga kepada Sub Dinas Pendapatan
Lain-lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut.

a. Tugas Pokok Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lainnya
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Mempunyai tugas pefiatausahaan, penerimaan pajak daerah. retribusi
daerah. Penerimaan pendapatan lainnya, penerimaan BUMN, serta
legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lainnya terdiri dari :

a) Seksi Penerimaan Pajak
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak
daerah.

b) Seksi Penerimaan Retribusi Daerah

¢) mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi
daerah.

d) Seksi Penerimaan Pendapatan lainnya
mempunyai tugas melaksanakan pengelolahan penerimaan sumber diluar
pajak daerah dan retribusi daerah.

e) Seksi Legalisasi dan Pembukuan surat-surat berharga
mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat
ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta menerima dan
mencatat pengadaan dan pendistribusian surat-surat berharga kepada unit

kerja yang bersangkutan.

8) Tugas Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
Sub Dinas terakhir yang membantu Kepala Dinas adalah Sub Dinas
Bagi Hasil Pendapatan. Sub Dinas ini mempunyai tugas penatausahaan
Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan penyusunan peraturan

perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.
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Sub Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan penerimaan bagi hasil pajak.

b) Melaksanakan urusan administrasi.

¢) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

d) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dan
pengkajian pendapatan.

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan Terdiri dari :

(1) Tugas Seksi Bagi Hasil Pajak
Melaksakan administrasi serta cara perhitungan bagi hasil pajak.

(2) Tugas Seksi Bagi Hasil bukan Pajak
Melaksanakan administrasi dan perhitungan Bagi Hasil Bukan Pajak.

(3) Tugas Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian
Pendapatan.
Mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan
di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai perturan
pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan

pendapatan.

Tugas Cabang Dinas

Salah satu yang dibawahi oleh Kepala Dinas adalah Cabang Dinas.
Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. Cabang
Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah
tanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

Cabang Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
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a) Melaksanakan unsur teknis operasional.
b) Melaksanakan Cabang Dinas terdiri dari :
Susunan cabang Dinas terdiri dari :
(1) Kepala Cabang Dinas
(2) Unsur Staf
(3) Unsur Lini
(4) Kelompok Jabatan Fungsional
Kepal Cabang Dinas adalah orang yang bertugas membantu
Kepala Staf dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan dan
yang bertindak sebagai ketua. Unsur Staf adalah pelaksana tugas
administrasi di cabang Dinas, sedangkan Unsur Lini adalah

|
petugas teknis operasiaonalnya.

10) Tugas Pelaksana Teknis Dinas
Bagian yang bertugas sebagai pelaksana teknis operasional
Dinas adalah Unit Pelaksana Teknik Dinas ini bertugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam
daerah. Untuk meyelenggarakan tugas tersebut. Unit Pelaksana Teknis
Dinas mempunyai fungsi melaksanakan sebagai tugas Dinas sesuai

dengan bidangnya dan melaksanakan urusan adaminitrasi.

11) Tugas Jabatan Kelompok Fungsional
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang yang terkhir adalah kelompok Jabatan Fungsional. Bagian



ini mempunyai tugas melakukan tugas teknis sesuai bidang keahlianya
masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seseorang
tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit
pelaksanaan Tehnik Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan
Fungsional dapat di bagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga

Fungsional senior.

3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang :
a. Visi
Visi DIPENDA adalah “Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal
dan mampu membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah™.
b. Misi.
Misi DIPENDA adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan penerimaan dan potensi yang ada
2) Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3) Meningkatkan kuaitas Sumber Daya Manusia (SDM)
4) Menumbuh kembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat
dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak daerah dan

retribusi daerah.
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4. Tempat-tempat Penerimaan Pajak Hiburan

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang maka tempat-tempat hiburan yang merupakan objek pajak
hiburan dapat dilihat pada gambar [V.1 dubawah ini :

Tabel IV.1
Tempat-tempat Pajak Hiburan

Tempat dan Alamat Pajak

bersifat komersil

Jenis Pajak Hiburan Nama Pajak Hiburan hi
| iburan
Salon » Taman sari royal | Jl.Cendrawasi No.8-51lir
Hontage SPA
Diskotik dan Diskotik Bar | » Diskotik Mega | » JI. Kol. H. Burlian No. 45
Bintang
» Diskotik Lemabang | » JI. Kol. Atmo
» Diskotik Novotel » JI. R Sukamto
» Diskotik Puri Indah | » JI. Merdekan
Tempat olah raga yang | » Bowling Ramayana | » Kom. Ilir Barat Permai

v

fantasi
Tv game adinda

Permainan bom-bom Car, | » Tv game effendi » JIl. KH. Azhai No0.73.9/10
TV game Ulu
» Tv gane bobo » Terminal Sako Block K
» Tv game 21 IP » 1P 18 Ilir
» Tv  game cahay | » Jl. DI Panjaitan No. 5053
terang
» Tv game safari dunia | » JI. KH. Wahit Hasyim No.

2-7 Ulu
J1. Let.Jen Permai

» Tv game trendi » PS Lantai 3

» Zone 2000 | » PS Lorok Pakjo
Ramayana

» PT. Prima Sekar| » PS Lorok Pakjo
Karsa

» Amazone » Kom. PTC

» Fun Word Prima » Jl. Panjaitan No. 858 B

» Mvp. Game | » Jl. Eka Bakti No. 2030
Plastatians

» Time Zone » PIM

» Tv game PIM 21/1 » PIM

» Tvgame PIM21/11 | » PIM

» Spiders Rental PS » JI. Puncak Sekining

» Sprot station 3 (PS) | » Jl. Let Mukmin
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Permaianan » Biliyard Hawai (26 Meja) » ]l Jend. Sudirman No. 259
biliyard » Biliyard Gantar Natha » JI. Kpt. A. Rivai No. 167

» Biliyard Internasional » ]l Let. Kol. Iskandar

» Biliyard Dewi 2 » JI. KH. Azhari Rt 43

» BiliyardPTC » Komp. llir Barat pemai

» Pondok Biliyard » Jl. Petran

» Biliyard Jaya Raya » Komp. PS

» Biliyard Tower » Komp. PS

» Biliyard Totus » Jl. AKBP. Cek agus

» Hot Shot Biliyard » Jl. Lingkaran | No. 14533

» Plaza Biliyard » Lantai 5 [P

» Gate Biliyard Café » Komp. PTC

» Sodok Biliyard » Komp. PS

» Gunawan/kantor Biliyard » Komp. R. 59
Karaoke » Karaoke Selatan Indah » Jl. Let.Kol 4340

» Karaoke Lemabang » JI. Kol. Atmo No. 15

» [Karaoke Tv 338 » Komp. Ilir Barat permai

» Karaoke Darma Agung » Jl. Kol. H. Burlian No.45

» Karaoke Alam sutra » Jl. Kol. H. Burlian No.

182-183

» Karaoke Swarna Dwipa » J1. Tasyik No. 02

» Karaoke Selebritis » Jl. Vetran

» Karaoke Ratu Mas » JI. Sultan M. Badaruddin.

Il

» Dinasti Karaoke/café » JI. RA Rozak

» Karaoke Novotel » JI. R Sukamto

» Karaoke Prinses » Komp. Ilir Barat permai

» Kiv. Billon of Star » JI. Sukarni Hatta
Tempat olah raga [» Po. Buana Hijau Lestari » JI. Residen M.A Rozak
dan rekreasi No. 168

» Elite Fitnes Center » Jl. May Santoso No. 31-38

» Jet Set Fitnes » Jl. Vetran

» PT. Pantasi Jaya Makmur | » JI. Sriwijayaraya karya

Abadi Jaya

» Kolam Mancing Glora » Jl. Glora No. 687

» Fitnes Caca » JI. J. A. Suprapto Bukit

» Fitnes pinguin » JI. May Sabara

»  Star Fitnes Center » JI. Merbabu No. 8

» Sonic Futsal » Jl. Sumpah Pemuda
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Bioskop Gol.
A Il Utama

Bioskop Cineplek Studio |
Bioskop Cineplek Studio 11
Bioskop Cineplek Studio 111
Bioskop Cineplek Studio 1V
Bioskop 21 IP Studio |
Bioskop 21 IP Studio II
Bioskop 21 IP Studio 111
Bioskop 21 IP Studio IV
Bioskop 21 PIM Studio |
Bioskop 21 PIM Studio I1
Bioskop 21 PIM Studio I11
Bioskop 21 PIM Studio IV

VVVVYVYVVVVY

‘r'."

JI. R. Muhammad No.16
JI. R. Muhammad No.16
JI. R. Muhammad No.16
JI. R. Muhammad No.l6
JI. Jend. Sudirman

J1. Jend. Sudiman

J1. Jend. Sudirman

J1. Jend. Sudirman

PIM Lt.3

PIM Lt.3

PIM Lt.3

PIM Lt.3

Pati Pijat Urut
Tradisional

(PPUT)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYV VVVVVVVVVVVYY

b 4

PPUT Senang

PPUT Pajar

PPUT Sartika

PPUT Indah lestari
PPUT Setia Jaya

PPUT Desi Diana
PPUT Kelapa Hijau
PPUT Ginast

PPUT Artomoro

PPUT Lina Jaya

PPUT Asli Sehat Subur
PPUT Anggrek

PPUT Indah Lestari
PPUT Kartika

Refleksi Pijat Telapak Kaki
PPUT Refleksi

PPUT Griya Bugar
PPUT Panti Pijat
PPUT Telaga

PPUT Kadurasa
PPUT/refleksi Anggrek
Refleksi Panti Pijat
PPUT Ulpang Jaya

PPUT Asli (Cab. Slok A/251)

VVVVVVVVVVYVYVYVVYVVVYVYVYY

JI. Kol. Atmo No. 583

JI. Kol. Atmo No. 584

JI. Permai Blok 0.1

JI. Tasik

J1. Kol. H. Burlian No.230
J1. Kol. H. Burlian No.121
JI. Kol. H. Burlian No.398
J1. Kol. H. Burlian No.2
J1. Kol. H. Burlian No.5
Komp. 18 Permai Blok A
Komp. 18 Permai 18 Ilir
JI. Kol. H. Burlian

Komp. 10 Permai

JI. Kol. Atmo

JI. Kapt. A. Rivai

J1. Basuki Rahmad

JI. R Sukamto

JI. Jainas

Ruko PLG

Komp. 18 Permai

Komp. Ilir Barat

Komp. Raja Wali

J1. Kol. H. Burlian No.
401

Komp. Ilir Barat Permai
No.5/Blok D

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, tahun 2007
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5. Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Ketentuan umum perpajakan Pajak Hiburan yang diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 dimana sistem pelaksanaan

pemungutan pajak hiburan tersebut adalah untuk lebih meningkatkan

kepastian hukum, guna mengatur dalam pelaksanaan dari pemungutan pajak

hiburan tersubut. Adapun prosedur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak

Hiburan adalah sebagai berikut :

I.

Wajib Pajak mendatangi kantor Dinas Pendapatan Daerah melakukan
pendaftaran dan pendataan (mengisi formulir pendaftaran dengan jelas
dan lengkap).

Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang telah
dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak
berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar penerbitan
NPWPD.

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, wajib mengisi SPTPD dengan
jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau
kuasanya. Bentuk, isi, tata cara pengisian SPTPD di tetapkan oleh
Walikota.

Penyetoran SPTPD. SPTPD disetorkan yang telah di isi, dikembalikan
kepada petugas pajak kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan atas formulir SPTPD

tersebut.
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6. Dinas Pendapatan Daerah melakukan rekapitulasi dari seluruh data yang di

peroleh kemudian dituangkan dalam berkas atau kartu data yang

merupakan hasil akhir perhitungan dan penetapan pajak.

Gambar IV.2

Skema Alur Pemungutan Pajak Hiburan

Pendaftaran, Pendataan
dan Penetapan

Penyetoran

Wajib Pajak

Angsuran dan Permohonan
Penundaan Pembayaran

Y

Pembukuan dan

Pelaporan
Keberatan dan
Pengembalian Banding
Kelebihan
Pembayaran
4
penagihan

Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan

Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi

Sumber : DIPENDA, 2007
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mekanisme pemungutan pajak hiburan dengan cara membayar sendiri (self

assesment) adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran

|7

Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat
dalam formulir pendaftaran.

Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah
diisi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya
benar dan lampirannya lengkap, dalam formulir pendaftaran diberi tanda
dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib
pajak, daftar wajib pajak pergolongan serta dibuatkan kartu NPWPD.
Apabila belum lengkap persyaratan formulir pendaftarannya akan
dikembalikan persyaratan kepada wajib pajak secara tertulis untuk

melengkapinya.

b. Pendataan

2.

Penyerahan formulir pendataan (SPTPD).

Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD)
yang telah diisi wajib pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya
benar dan lengkap, dalam pendaftaran SPTPD diberikan tanda dan
tanggal penerimaan, apabila belum lengkap SPTPD dikembalikan kepada
wajib pajak untuk melengkapinya.

Mencatat data pajak daerah dalam kartu data kedalam daftar SPTPD

wajib pajak self asessment.
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¢. Penyetoran
1. Penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) yang terdiri
dari :

a) - BKP menerimah setoran disertai surat ketetapan pajak daerah

dengan media SSPD.
- SSPD divalidasi /dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan
kewajib pajak yang bersangkutan.

b) Dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis
melalui bendahara khusus penerima dan selanjutnya dibukukan
dalam buku kas umum.

c) Bendahara khusus menyetorkan uang ke kas daerah setoran harian
yang disertai bukti setoran bank.

d) Bendahara khusus menerima secara priodical (bulanan) menyiapkan
laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditanda
tangani oleh kepala dinas.

¢) Didistribusikan unit kerja lainnya sebagai laporan.

2. Penyetoran melalui kas daerah melalui :

a) Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media
surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran bank.

b) SSPD ditanda tangani dan dicap oleh pejabat kas daerah, maka
lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran bank diserahkan

kembali kepada waib pajak.



¢)

d)

f)

52

Dua lembar tindakan SSPD dikirim oleh kas daerah kebendahara
khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah yang dilampiri bukti
setoran bank.

Bendahara khusus penerima, setelah menerima media setoran yang
telah dicap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku
pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya
dibukukan dalam kas umum.

Bendahara kusus pembantu secara priodocal (bulanan) membuat
laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditanda
tangani oleh kepala dinas.

Didistribusikan keunit kerja lainnya sebagai laporan.

d. Penagihan

1.

Penagihan dengan surat teguran

a)

b)

c)

Membuat daftar surat teguran wajib pajak tujuh hari setelah batas
waktu jatuh tempoh pembayaran.

Menerbitkan surat teguran.

Menyampaikan atau menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak

yang bersangkutan.

Penagihan dengan surat paksa

a)

b)

Membuat daftar surat paksa untuk wajib pajak yang telah lewat
waktu 21 hari setelah tanggal surat teguran belum menyetorkan
pajak terhutang.

Menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa.
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¢)  Mengirim/menyerahkan surat paksa kepada wajib pajak yang
bersangkutan melalui juru sita.
3. Penagihan dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan

sekaligus.

B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Analisis Alur Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan
Daerah ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian
administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan pajak
hiburan. Sebagai upaya dalam memaksimalkan Pendapatan Daerah dengan
memanfaatkan seluruh portensi yang dimiliki oleh kota Palembang
khususnya pajak hiburan yang merupakan bagian dari sumber pendapatan

daerah dimana yang setiap tahunnya jumlah objek pajak hiburan terus

bertambah.

a. Pendaftaran
Proses pemungutan pajak hiburan Self Asessment Sistem
diawali dengan cara wajib pajak mendatangi sendiri tempat
pendaftaran. Dalam pelaksanaan pendaftaran, wajib pajak sering kali
tidak mendaftarkan diri, mereka cenderung melaksanakan pendaftaran
apabila sudah terdeteksi oleh petugas pajak (DIPENDA). Pada saat

pendaftaran tersebut wajib pajak sering kali diwakili oleh pihak ketiga
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sehingga data yang diberikannya baik mengenai identitas dan omzet
tidak benar atau tidak mencerminkan dari kondisi yang sebenarnya

terjadi pada objek hiburan tersebut.

Pendataan

Pendataan merupakan tata cara dalam pengisian baik yang
mengenai indentitas wajib pajak, omzet pajak hiburan, dan
perhitungan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar. Kegiatan
pendataan meliputi Pengisian Formulir Pendaftaran :

1) Pengisian formulir pendaftaran. Pada saat pengisian formulir
pendaftaran, identitas yang di isi oleh wajib pajak tidak benar
sehingga petugas seringkali mengalalami kesulitan pada waktu
pemeriksaan ke lapanga.

2) Data omzetnya penerimaan yang disampaikan pada saat
pendaftaran tidak transparan atau terjadinya manipulasi data.

3) Pada saat pengisian SPTPD wajib pajak diwakili oleh pihak
ketiga sehingga pengisian tentang transaksi dan kegiatan yang
berhubungan dengan pajaknya, terjadi ketidak pahaman karena
pihak ketiga tersebut tidak mengetahui dengan pasti keadaan yang
sebenarnya pada objek tersebut.

4) Memberikan data dan angka yang tidak relevan atas perhitungan

pajak hiburan yang terhutang.

Penyetoran
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Setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dan pendataan

SPTPD yang telah di isi oleh wajib pajak tersebut disetorkan kembali ke

Dinas Pendapatan Daerah.

b

2)

3)

4)

5)

Dalam melakukan pengembalian SPTPD tersebut wajib pajak tidak
tepat waktu atau sering terlambat.

Wajib pajak tersebut melakukan perlawanan atas ketidak cocokan atas
dikenakannya kewajiban perpajakan baik secara aktif dan pasif.

Secara legal dan ilegal mereka berusaha menghindar dan terlambat
dalam melakukan penyetoran pembayaran pajaknya. Pada dasarnya
penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak yang utama ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi
ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada
negara. Maka pada saat itu akan timbul konflik antara kepentingan diri
sendiri dan kepentingan negara dan pada umumnya kepentingan
pribadi yang selalu dimenangkan. Sehingga wajib pajak tersebut
sering tidak mau melakukan kewajibannya.

Pada sebagian besar wajib pajak hiburan, wajib pajak tidak merasakan
manfaat yang nyata dari pembayaran pajak hiburan yang mereka
lakukan.

Sistem pemungutan pajak itu sendiri. Di Indonesia menggunakan self
assesment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan
dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, pihak fiskus hanya

melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.
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d. Penagihan

Apabila wajib pajak tersebut belum melakukan kewajiban

perpajakannya maka pihak Dinas Pendapatan daerah melakukannya

dengan cara melakukan penagihan. Adapun kendala-kendala dalam

penagihan pajak tersebut adalah :

1)

2)

3)

4)

Wajib pajak secara legal/ilegal melakukan penghindaran, bahkan
Dinas Pendapatan Daerah mesti harus mendatangi secara lansung
ketempat objek pajak hiburan tersebut secara door to door.

Tempat pajak hiburan sulit dideteksi dikarenakan identitas yang di
berikan pada saat pengisian SPTPD tidak benar, dan khususnya
pajak hiburan night club mereka hanya buka dimalam hari
sedangkan pada Dinas Pendapatan Daerah bekerja pada siang hari.
Sering terjadinya perjanjian khusus antara petugas pajak dengan
wayjib pajak sehingga sering terjadinya manipulasi data.

Wajib pajak tersebut tidak mau membayar dikarenakan tarif pajak
hiburan yang dikenakan dinilai relatif tinggi sehingga jumlah
nominal pajak terhutang yang harus dibayarkan dalam jumlah yang
besar. Belum lagi omzet hiburan pada saat ini penerimaannya
menurun dikarenakan seringnya dilakukan razia yang dilakukan oleh
pihak kepolisian sehingga pengunjung merasa takut untuk

mengunjungi tempat-tempat hiburan.
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2. Pengawasan

Fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari
pemberian kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi
pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah juga
perlu dibarengi dengan upaya penegakan hukum ( Tax Law Enforcement)
yang diwujudkan dalam bentuk dan tujuan untuk mencapai tingkat keadilan.
Diharapkan dalam pengenaan pajak hiburan dapat mengoptimalkan
penerimaan pajak yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas Undang-undang
dan peraturan perpajakan diterapkan. Petugas pajak yang berhubungan
dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki tingkat intelektualitas
yang tinggi, terlatih dengan baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak harus
berkompeten dengan bidangnya. Kondisi perpajakan yang menuntut
keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajibannya
membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, karena dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan cara menyetorkan
sendiri pada Dinas Pendapatan Daerah.

Lemahnya tingkat pengawasan terhadap pemungutan pajak hiburan dan
banyaknya tempat hiburan yang tidak membayar pajak hiburan. Merupakan
salah satu yang mempengaruhi tidak terlaksnanya sistem pemungutan
tersebut dengan baik. Hal ini akan berimplikasi tfirhadap penerimaannya

belum terealisasi dengan optimal.
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Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan

memberikan penafsiran yang sama bagi wajib pajak hiburan dan DIPENDA.

Wajib pajak akan patuh karena adanya tekanan dari sanksi hukum yang tegas,

~mereka berpikir akan adanya sanksi berat akibat adanya tindakan ilegal dalam

usahanya untuk menyelundupkan dan penghindaran pajak. Tindakan pemberian

sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan pengawasan yang baik,

adapun kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem

pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor internal dan eksternal

adalah :

a. Faktor Internal

1) Sumber daya yang dimiliki terbatas.

2)

Pada dasarnya untuk dapat mengoptimalisasikan pajak hiburan
ditempat hiburan diperlukan pengawasan yang lebih terkoordinir dengan
ditambahnya petugas pajak yang mengawasi tempat hiburan di kota
palembang, diharapkan jumlah tempat hiburan dapat terkoordinir
sehingga pendapatan pajak hiburan di Kota Palembang dapat tercapai.
Minimnya pembinaan yang diberikan kepada wajib pajak.

Dalam pembinaan terdapat keterbatasan sumber daya manusia
dan minimnya sosialisasi pajak hiburan terhadap tempat hiburan yang
ada di kota Palembang, hal ini menyebabkan aparat pajak kurang dalam
memberikan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan mengenai pajak
hiburan terhadap wajib pajak. Wajib pajak kurang memahami dalam hal

pembayaran pajak hiburan tersebut. Dengan kurangnya pembinaan yang
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dilakukan aparat pajak terhadap tempat hiburan yang ada di kota
Palembang menyebabkan pendapatan pajak hiburan tidak tercapai atau

tidak memenubhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan daerah.

b. Faktor ekternal

D)

2)

3)

Wajib pajak melakukan penghindaran jika akan dilakukan pemeriksaan
oleh Dinas Pendapatan Daerah. Mereka mengelak dengan cara tidak
berada ditempat pada saat akan dilaksanakan pemeriksaan tersebut.
Wajib pajak tidak memberikan kesempatan kepada petugas dalam
melakukan pemerikasaan.

Wajib pajak sering tidak mau memperlihatkan dokumen dalam proses
pemeriksaan, bahkan mereka membuat dokumen khusus untuk petugas
pajak dengan penerapan tax planing supaya pajak terhutang yang

dibayarkan jumlahnya kecil.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam

menigkatkan sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan adalah sebagai

berikut :

a.

Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak
hiburan.

Pemeriksaan dan pengawasan yang diiringi dengan pembinaan yang
diwujudkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan secara
menyeluruh. Dipenda dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan

dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak
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hiburan serta melakukan pemeriksaan terhadap potensi pajak hiburan
yang baru yang belum terdata. Upaya ini dilaksanakan DIPENDA
dengan cara sampling kemudian mencatat jumlah wajib pajak hiburan
yang belum terdaftar pada DIPENDA.

Miningkatkan kualitas pelayanan.

Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak hiburan
dengan menerbitkan spanduk yang dipasang pada daerah yang menjadi
pusat pemungutan pajak hiburan seperti Palembang Square (PS),
Palembang Indah Mall (PIM) dan lain-lain.Melalui upaya ini DIPENDA
mandapatkan keuntungan lebih yaitu mengingatkan kepada wajib pajak
hiburan yang belum memiliki NPWP khususnya untuk pajak hiburan.
Mengefektifkan penagihan baik ketetapan bulan berjalan maupun
tunggakkan pajak hiburan terhutang.

Upaya mengefektifkan penagihan pajak hiburan DIPENDA melakukan
pemberitahuan kepada wajib pajak hiburan yang belum melakukan
pembayaran atau belum melunasi tunggakkan batas waktu
pembayarannya dengan menerbitkan surat teguran. Jika dengan surat
pemberitahuan tersebut ternyata wajib pajak hiburan tersebut belum
melaksanakan  kewajibaban  pelunasannya maka  DIPENDA
melaksanakan penagihan secara langsung (door to door) ketempat objek
pajak hiburan. Dalam upaya ini DIPENDA harus mengeluarkan
tambahan biaya pengeluaran yang mengakibatkan pemungutan pajak

pajak hiburan yang tidak efesien.
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Melaksanakan tim terpadu pemungutan pajak hiburan

Guna memudahkan pemungutan pajak hiburan DIPENDA membentuk tim

perpadu agar pelaksanaan pemungutannya mudah dan cepat serta efisien.

Dengan adanya tim tersebut pemungutan pajak hiburan dapat terditeksi

dengan baik adapun upaya-upaya yang baru disusun DIPENDA dalam

meningkatkan penerimaan yang akan dilaksanakan sebagai pendukung

upaya-upaya sebelumnya adalah sebagai berikut :

a) Menjadikan kawasan tertib pajak hiburan (PS, PTC, PIM. IP).

b) Penerapan pajak sesuai Peraturan prosedur pajak diantarnya gill/faktu
pembayaran dan menerapkan wajib pajak.

¢) Pembuata spanduk/umbul-umbul/baliho.

d) Pembinaan langsung.

Penegakan hukum dalam pelaksanaan administrasi pajak kepada wajib

pajak hiburan yang tidak patuh.

Upaya yang dilakukan DIPENDA misalnya dengan membuat/menerbitkan

PERDA yang berhubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam bentuk

pelaksanaan pemberlakukan sanksi yang tegas baik dalam bentuk pidana

dan perdata kepada wajib pajak hiburan yang tidak patuh.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai analisis pelaksanaan
sistem pemungutan pajak hiburan Kota Palembang, atas dasar hasil uraian dan
pembahasan tersebut pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran yang

diperoleh dari uraian dan pembahasan sebelumnya.

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan pelaksanaan sistem pemungutan Pajak Hiburan Kota Palembang
adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pelaksanaan pendaftaran wajib pajak sering kali tidak mendaftar,
mereka cenderung mendafiar jika sudah terdeteksi oleh petugas pajak.

2. Data yang diberikannya baik mengenai indentitas dan omzet hiburan pada
saat pendataan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya ada pada
objek hiburan tersebut.

3. Wajib pajak sering terlambat dalam melakukan pengembalian SPTPD
serta penyetoran pembayaran pajak terhutang.

4, Wajib pajak secara legal/ilegal melak‘ﬁkan penghindaran, bahkan Dinas
Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan penagihan mesti harus mendatangi
secara langsung ketempat objek pajak hiburan tersebut secara (door fo

door)
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Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem
pemungutan pajak hiburan baik yang berasal dari faktor ekternal dan
internal adalah:

a. Faktor ekternal adalah wajib pajak tidak memberikan kesempatan
kepada petugas pada saat peneriksaan, bahkan mereka membuat
pembukuan khusus untuk petugas pajak hal tersebut akan mempersulit
proses pengawasan yang meliputi kegitan pemeriksaan.

b. Faktor internal adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan
kurangnya pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Upaya yang dilakukan oleh DIPENDA dalam meningkatkan penerimaan

pajak hiburan dengan cara penegakkan hukum meliputi pemberlakuan

sanksi yang tegas dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap

wajib pajak hiburan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan

kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1.

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan harus mengarah pada
faktor kesederhanaan (prosesnya tidak rumit).

Dinas Pendapatan Daerah harus membuat suatu kebijakan dalam bentuk
peraturan dengan upaya penegakkan hukum perpajakan (7ax Law

Enforcement) yang dibarengi dengan pemberlakuan sanksi yang tegas.
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Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan pengawasan secara selektif
dan pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Biaya penyelenggaraan pajak hiburan ( Cost of Taxation) yang dipungut
sebagai biaya administrasi oleh Dinas Pendapatan Daerah jumlahnya
harus diefisienkan.

Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan pembinaan dan sosialisasi
atas pentingnya kewajiban membayar pajak.

Memberikan pelayanan yang prima dimana petugas pajak DIPENDA
yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus orang yang benar-

benar berkompeten dalam bidangnya.
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BIODATA PENULIS

Nama :  Nurhasanah
NIM 1222003 006
Tempat / Tanggal Lahir :  Prabumulih, 14 Oktober 1984
Alamat : JIn. Jend. Sudirman No. 14 Prabumilh Timur
Nomor Telpon / HP : 085267162638
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua
1. Ayah : Sudarman
2. Ibu :  Tumainag Iriani

Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Wira Swasta
2. lbu : Wira Swasta

Alamat Orang Tua :JIn. Jend. Sudirman No. 14 Prabumilh Timur



